
Korupsi Rp1,3 Miliar, Mantan Kades Gembong Tangerang 

Terancam Penjara Seumur Hidup 

 

 
(Sumber: https://poskota.co.id/) 

 

 

Mantan Kepala Desa (Kades) Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, AH, 

49 tahun, terancam penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar. AH diduga melakukan 

penyelewengan dana desa dengan kerugian negara mencapai Rp1.381.321.563. 

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, Doni Saputra 

mengatakan, telah menerima pelimpahan kasus korupsi dana desa tersebut dari penyidik 

Polresta Tangerang, Senin, 13 Januari 2025. "Iya benar. Tersangka dijerat Pasal 2 Jo Pasal 

3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," kata Doni, Kamis, 16 Januari 2025. 

Doni menjelaskan, AH diduga melakukan korupsi dengan memanipulasi laporan 

pengeluaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di 

Desa Gembong. "Tersangka ini memanipulasi pengeluaran realisasi proyek dengan 

menggunakan laporan fiktif. Barang bukti berupa rekening bank, dan bukti pembayaran 

yang digunakan tersangka juga sudah diamankan," jelasnya. 

Saat ini, AH ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Serang untuk menunggu jadwal sidang di 

Pengadilan Negeri Tangerang. "Sekarang di tahan di Rutan Serang selama 20 hari sembari 

menunggu jadwal sidangnya keluar," ujarnya. 
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Sumber Berita: 

https://poskota.co.id/, Korupsi Rp1,3 Miliar, Mantan Kades Gembong Tangerang 

Terancam Penjara Seumur Hidup,16 Januari 2025. 

 

Catatan: 

➢ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, 

pada:  

1. Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa 

dalam APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian 

Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.  

2. Pasal 37 ayat (3) menyatakan bahwa dalam rangka penatausahaan, 

pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan 

pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2).  

3. Pasal 39 Ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa yang dihitung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diprioritaskan untuk mendanai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas Desa.  

4. Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dapat menentukan fokus 

penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam 

peraturan perundangundangan.  

5. Pasal 39 Ayat (3) menyatakan bahwa rincian prioritas penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan petunjuk operasional 

ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah 

berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian negara/ lembaga terkait.  

6. Pasal 39 Ayat (4) menyatakan bahwa petunjuk operasional atas fokus penggunaan 

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, 

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan 

kementerian negara/lembaga paling lambat sebelum tahun anggaran berjalan.  

7. Pasal 53 Ayat (1) huruf a menyatakan bahwa dalam hal terdapat permasalahan Desa, 

berupa kepala Desa dan/atau bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan 



Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan 

penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran 

berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya. 

➢ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 Ayat 

(1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan 

perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

➢ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 

2001, pada: 

1. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana 

penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah). 

2. Pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah). 

3. Pasal 9 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). 

4. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana 

dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan 

adalah:  



a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau 

barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana 

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang 

tersebut;  

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan 

harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;  

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) 

tahun;  

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh 

atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh 

Pemerintah kepada terpidana. 

5. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) 

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 

pengganti tersebut. 

6. Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta 

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak 

melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan 

pengadilan. 

 


